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DPR Belum

Dapat Bekerja

DPR periode 2019-20241 belum dapat bekérja karena
pimpinan alat kelengkapan Dewan belum terbentulk.
Padahal, sejumlah persoalan mesiti segera diselesaikan.

JAKARTA, KOMPAS — Satu pekan
setelah pelantikan, Dewan
Perwakilan Rakyat periode
2019-2024 belum dapat bekerja
karena lobi-lobi mengenai pe-
nentuan kursi pimpinan alat
kelengkapan Dewan masih ber-
jalan di tempat. DPR mesti se-
gera merampungkan lobi-lobi
pembagian kursi agar bisa mu-
lai bekerja secara cfektif.

Setelah dilantik pada 1 Okto-
ber lalu, belum ada perkem-
bangan signifikan terkait pe-=
nentuan pimpinan alat keleng-
kapan Dewan  (AKD). Sampai
saat ini, fraksi-fraksi di DPR
belum menyepakati mekanis-
me penentuan pimpinan alat
kelengkapan yang terdiri dari 11
komisi dan enam badan.

Mengacu pada Pasal 427E
Undang-Undang Nomor 2 Ta-
hun 2018 tentang MPR. DPR,
DPD, dan DPRD, pimpinan alat
kelengkapan Dewan ditetapkan
berdasarkan prinsip musyawa-
rah untuk mufakat dan pro-
porsional menurut perimbang-
an jumlah anggota tiap fraksi.
Namun, pandangan fraksi-frak-
si masih berbeda terkait me-
kanisme tersebut.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi
Partai Gerindra Sufmi Dasco
Ahmad di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Selasa
(8/10/2019), mengatakan, peng-
isian pimpinan alat kelengkap-
an DPR dibagi secara propor-
sional, sesuai perolehan kursi
DPIRR di Pemilu 2019.

Berdasarkan penghitungan
sementara, PDI-P dan Gerindra
diprediksi - mendapat empat
kursi ketua alat kelengkapan
DPR. Golkar, Nasdem, Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), dan
Demokrat, mendapat dua kursi
ketjia. Sementara. Partai Ama-
nat Nasional (PAN), Partai Ke-
adilan Seiahtera (PKS) Aan

Partai Persatuan Pembangunan
PPP), masing-masing mem-
peroleh satu kursi ketua.
Namun, penghitungan itu be-
lum disepakati semua fraksi.

“Masih ada perdebatan menge- -

nai pembulatan angka hasil
penghitungan. Pembulatan
angka itu mencntukan jumlah
kursi ketua yang akan didapat
setiap fraksi,” kata Dasco.

Ketua Fraksi PKB di DPR
Cucun Syamsurijal mengata-
kan, pasal terkait mckanisme
penentuan pimpinan AKD sa-
ngat lentur. Pimpinan AKD da-
pat ditetapkan sccara propor-
sional sesuai perolehan kursi
fraksi, tetapi bisa juga dipilih
berdasarkan lobi dan kecsepa-
katan antarfraksi.

ZOleh karena itu, tidak bisa
serta-merta pimpinan DPR
memimpin rapat lalu mcnen-
tukan jatah tiap fraksi. Harus
ada lobi-lobi terlebih dulu,”
katanya.

Terkait hal itu, lima fraksi di
koalisi partai pendukung pe-
merintah, yaitu PDI-P, Golkar,
Nasdem, PKB, dan PPP, me-
nurut Cucun, masih perlu du-
duk bersama untuk menentu-
kan pembagian kursi AKD. Ada
keinginan agar penentuan kursi
ketua di AKD dilakukan paralel
dengan komposisi kursi kabi-
net. Artinya, pcnentuan kursi
menteri sebisa mungkin disc-

suaikan dengan penentuan kur--

si pimpinan komisi di DPR.:

Tujuannya agar program
berjalan secara efektif. Jangan
sampai ada program pemerin-
tah yang bagus, tetapi di DPR
yang memegang (komisi) punya
tujuan tertentu, akhirnya
(program itu) malah tidak bisa
jalan,” tuturnya.

Sesuai agenda partai untuk
lima: tabhun ke depan, PKB

mencincar Komisim VvV o (Ridano

Desa dan Infrastruktur)., Ko-
misi VI (Bidang Koperasi dan
UKM), dan Komisi X (Bidang
Pendidikan dan Pemuda).

Lebih cepat

Terlepas dari lobi antarfraksi
yang masih berlangsung, Dasco
berharap pembentukan dan pe-
nentuan pimpinan alat keleng-
kapan DPR harus dilakukan le-
bih cepat. "Minggu ini harus
selesai agar kami bisa segera
bekerja,” katanya. . -

Pembentukan dan pencentu-
an pimpinan AKD yang berbelit
sebenarnya bukan barang baru.
Lima tahun lalu, AKID belum
terbentuk hingsga tiga minggu
setelah pelantikan anggota De-
wan. ITal ini terjadi karena pada
saatitu, kekuatan politik di DPR
terbelah menjadi dua, antara
Koalisi Indonesia Iebat (pen-
dukung pcmerintah) dan Ko-
alisi Merah Putih (oposisi. -

Peneliti Centre for Strategic
and International Studies, Arya
Fernandes, mengatakan, pem-
bentukan AKID memang sarat
dengan kompromi dan tran-
saksi yang tidak mudah dan
memakan waktu.

Namun, pembahasan kepen-
tingan antarfraksi yang berlarut
bisa berdampak kontraproduk-
tif terhadap kinerja DPR. Ang-
gota DPR mestinya bisa bekerja
lebih cepat, mengingat ada se-
jumlah rancangan undang-un-
dang penting dan kontroversial
yvang diwariskan oleh DPR pe-
riode scbelumnya yang mesti
scgera dibahas. RUU itu mi-
salnya Rancangan Kitab Un-
dang-undang I'Tukum Pidana.

Diharapkan partai-partai bi-
sa cepat menegosiasikan alat
kelengkapan karena beberapa
RUU yang ditangguhkan butuh
pembahasan yang cepat,” ujir
Arvra (NTA /AT /TYWTHMN
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